
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 7 

ayat (1 )  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah clan pasal 104 ayat ( 1 )  

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 



b. bahwa Rancangan 

Perubahan Anggaran 

Peraturan Daerah 

Pendapatan dan 

tentang 

Belanja 

Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021  yang dijabarkan 

ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati 

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah pada tanggal 24 bulan 

September 2021 ;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 

Anggaran 2021 ;  

Mengingat 1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

4. Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJ awab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 1 0 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421 ) ;  



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015  tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014  ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 0 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 



1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012  

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 1 7 1 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010  Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 155 ) ;  

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614) ;  



15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010  tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  

Nomor 25,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 5107 ) ;  

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 1  Tahun 2010  tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 123,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 165 ) ;  

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5 165 ) ;  

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016  tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 6  Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5950); 

19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2017  tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ) ;  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18  Tahun 2017  tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 106,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057);  

2 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018  tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019  Nomor 52,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 136 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6517 ) ;  

26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

27.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 525); 



28.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012  

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 754); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018  tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2 0 1 5  ten tang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018  Nomor 157) ;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017  

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017  Nomor 1067); 

3 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018  

tentang Tata Cata Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2 0 1 8  Nomor 630); 

32 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 1 1 1 4 ) ;  

33.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 

1447) ;  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019  di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 



35 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);  

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1 7 8 1 ) ;  

38.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 201 9 

(COVID-19) dan/ atau Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17  /PMK.07 /2021  

Tahun 2021  tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021  Dalam Rangka 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 201 9 

(COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam 

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 825) ;  



40. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 

Tahun 2021  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2021  Nomor 3 ,  Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 

54); 

4 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 1  Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2014  tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014  

Nomor 32,  Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 34); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  tentang Retribusi Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2 0 1 1  Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Nomor 5) ,  sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016  ten tang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016  Nomor 

53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas Nomor 54); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 9 Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016  Nomor 

4 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kepulauan Anambas Nomor 48); 

Ka bu paten 



44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 7 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 

Anambas Tahun 2 0 1 6  Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 

dan 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

DAERAH 

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rpl.171.021.192 .674 ,00  (Satu 

Triliun Seratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Seratus 

Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) berkurang 

sejumlah Rp37 .764 . 198 . 181 ,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam 

Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan 

Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. l.133.256.994.494,00 (Satu Triliun 

Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan 

Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat 

Rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 

Daerah dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1) Semula Rpl.085 .521.192 .674 ,00 

2) Bertambah Rp37.139.65 l.861 ,00  

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp l . 122 .660.844.535,00 



b. Belanja Daerah 

1) Semula 

2) Berkurang 

Rp l . 170 .021 . 192 .674 ,00  

Rp37 .764 . 198 . 180 ,00 

Jumlah Belanja Setelah Perubahan 

(Defisit/ Surplus) 

c. Pembiayaan Daerah 

1 .  Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp85.500.000.000,00 

Rp l . 132 .256.994.494,00 

(Rp9.596.149.959,00) 

2) Berkurang Rp74.903.850.042,00 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

2. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rpl.000.000.000,00 

2) Bertambah/ Rp0,00 

Berkurang 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rpl.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp9.596.149.958,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Rp0,00 

Setelah Perubahan 

Pasal 2 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula Rp38.225.694.968,00 

2) Bertambah/ Rp0,00 

Berkurang 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Rp38.225.694.968,00 

Perubahan 

b. Pendapatan Transfer 

1) Semula Rpl.036.807.097.706,00 

Rpl0 .596.149 .958,00 

2) Bertambah Rp34.293.338.318 ,00 

Jumlah Pendapatan 

Perubahan 

Transfer Setelah Rp l .071 . 100.436.024,00 



c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula Rpl0.488.400.000,00 

2) Bertambah Rp2 .846 .313 .543 ,00 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Rpl3 .334.713 .543,00 

Sah Setelah Peru bahan 

Pasal 3 

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp18.420.820 .905,00 

2) Berkurang Rpl.341.965 .905 ,00 

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan 

b. Retribusi Daerah 

Rpl 7.078.855.000,00 

1) Semula 

2) Berkurang 

Rp4. 072. 604. 300, 00 

Rpl.889.600.000,00 

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp2.183.004.300,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula Rpl.318 .019 .763 ,00 

2) Bertambah Rp664.000.000,00 

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rpl.982.019 .763,00 

yang Dipisahkan Setelah Perubahan 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1) Semula Rp14.414.250 .000,00 

2) Bertambah Rp2.567.565.905,00 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Rpl6 .981.815 .905 ,00 

Sah Setelah Peru bahan 



Pasal 4 

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri 

atas: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

1)  Semula Rp979.516.648.  784,00 

2) Bertambah Rp28 . 193 .534 .886,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pu.sat Setelah Perubahan 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

1) Semula Rp57.290.448.922,00 

Rp 1 .007 .  710 . 183 .670 ,00 

2) Bertambah Rp6.099.803.432,00 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Setelah Perubahan 

Pasal 5 

Rp63.390.252.354,00 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c, terdiri atas: 

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Rpl3 .334.713 ,543,00 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Setelah Peru bahan 

Rp 10.488.400.000,00 

Rp2.846 .313 .543,00 



Pasal 6 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Operasional 

1 )  Semula 

2) Bertambah 

Rp736. 577.  945.076,00 

Rp2. 751 .567 . 167 ,00  

Rp739.329.512 .243,00 

Rp237.604.010 .950,00 

Rp20 .3 1 1 . 832 .986 . ,00  2) Bertambah 

Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan 

b. Belanja Modal 

1)  Semula 

R p 3 . 1 5 9 . 0 1 2 . 3 1 5 , 0 0  

Rp130 .852 .626 .000,00 

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan 

c. Belanja Tidak Terduga 

1 )  Semula Rp64.986 .610 .648,00 

2) Berkurang Rp63.986 .610 .648,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah 

Perubahan 

d. Belanja Transfer 

1 )  Semula 

2) Bertambah 

Rp257.915 .843.936,00 

Rp 1 .000.000.000,00 

Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan Rp 1 3 4 . 0 1 1 . 6 3 8 . 3 1 5 , 0 0  

Pasal 7 

Rp313 . 196 .077 .883,00 

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 

terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp352 .047 . 175 .882 ,00 

2) Berkurang Rp38.851.097.999,00 

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1 )  Semula Rp364.036.487.015 ,00 

2) Bertambah Rp41.289.054 .920,00 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Rp405.325.541.935,00 

Perubahan 



c. Belanja Hibah 

1)  Semula 

2) Bertambah 

R p 1 8 . 6 1 9 . 2 8 2 . 1 7 9 , 0 0  

Rp2 .053 .895 .246,00 

Jumlah Belanja Hibah Sctclah Perubahan 

d. Belanja Bantuan Sosial 

1 )  Semula Rpl.875 .000 .000,00 

2) Berkurang Rpl.740.285.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Rp 134 .  7 15 .000 ,00  

Perubahan 

Pasal 8 

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri 

atas: 

Rp20.673.  177 .425 ,00 

a. Belanja Modal Tanah 

1 )  Semula Rp199 .950 .000 ,00 

2) Bertambah Rp30.393.000,00 

Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah 

Perubahan 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Rp230.343.000,00 

1)  Semula 

2) Bertambah 

Rp44.126 .709.802,00 

Rp 10 .7 12 .366 .800 ,00  

Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Setelah Perubahan 

c .  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Rp54.839.076.602,00 

1)  Semula 

2) Bertambah 

Rp25 .314 .544 .538 ,00 

Rp27 .872 .665 . 109 ,00 

Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Setelah Peru bah an 

d .  Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

1 )  Semula Rp 165 .797 .056 . 7 10 ,00 

2) Berkurang Rp18 .649 .651 . 572 ,00  

Jumlah Belanja Modal Ja1an , Jaringan, dan 

Irigasi Setelah Perubahan 

Rp53.187 .209 .647,00 

Rp14 7 . 1 4  7.405 . 138 ,00 



e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

1 )  Semula Rp2 .165 .749 .900 ,00 

2) Bertambah Rp346.059.649,00 

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Setelah Peru bahan 

Pasal 9 

Rp2 .511.809 .549 ,00  

Anggaran Belanja Tidak Tcrduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf c, terdiri atas: 

a. Belanja Tidak Terduga 

1 )  Semula Rp64.986 .610 .648,00 

2) Berkurang Rp63 .986 .610 .648 ,00 

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan 

Pasal 10 

Anggaran Belanja Transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, 

terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil 

1)  Semula 

Rp 1 .000 .000.000,00 

Rp2.250.000.000,00 

2) Bertambah/ 

Berkurang 

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula Rp128 .602 .626 .000,00 

Rp2.250.000.000,00 

Rp0,00 

2) Bertambah R p 3 . 1 5 9 . 0 1 2 . 3 1 5 , 0 0  

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah 

Perubahan 

Pasal 1 1  

R p l 3 1.  761 ,638 ,3 15 ,00  

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c , 

terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1 )  Semula 

2) Berkurang 

Jumlah Penerimaan 

Perubahan 

Pembiayaan Setelah Rp l0 .596 . 149 .958 ,00 

Rp85.500.000.000,00 

Rp74.903 .850.042,00 



b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rpl.000.000.000,00 

2) Bertambah/ Rp0,00 

Berkurang 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Rpl.000.000.000,00 

Perubahan 

Pasal 12  

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

huruf a, terdiri atas: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

1) Semula 

2) Berkurang 

Rp85.000.000.000,00 

Rp74.903.850.042,00 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rpl0 .096 . 149 .958 ,00 

Sebelumnya Setelah Perubahan 

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah/ 

Berkurang 

Jumlah Penerimaan Kcmbali Pemberian Rp500,000.000,00 

Rp500.000.000,00 

Rp0,00 

Pinjaman Daerah Setelah Perubahan 

Pasal 13 

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1  

huruf b, terdiri atas: 

a. Pemberian Pinjaman Daerah 

1) Semula Rpl.000.000.000,00 

2) Bertambah/Berk Rp0,00 

urang 

Jumlah Pemberian Pinjaman Dacrah Setelah 

Perubahan 

Rp 1 .000.000.000,00 



Pasal 14 

( 1 )  Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja 

Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp9.596.149.959,00 

(Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Empat 

Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah); 

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 

Rp9.596 .149 .958 (Sembilan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam 

Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh 

Delapan Rupiah). 

Pasal 1 5  

(  1)  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, yang 

selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 1 ;  

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian 

luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ a tau; 

c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik; 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi: 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 

c .  Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan dan/ a tau; 

d .  Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 

dan/ a tau masyarakat. 



Pasal 16  

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ,  

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini terdiri dari: 

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Lampiran II 

Lampiran III 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 

Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat 

Perintah Membayar; 

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; 

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; dan 

Daftar Pinjaman Daerah 

Pasal 17 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Perubahan APBD . 



Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

Ditetapkan di Tarempa 
pada tanggal 25 Oktober 2021  

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal 25 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEPUL 

SAHTIAR 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021  
NOMOR 86, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 87 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
ANAMBAS, PROVINS! KEPULAUAN RIAU:  ....  ,  . . .. .  /  .. .. .  


